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REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.IP-01.0T.01.01 TAHUN 2025
TENTANG

WEWENANG DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PADA BIDANG SUMBER DAYA
MANUSIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Menimbang

Mengingat

&l

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

bahwa untuk efektifitas pelaksanaan kewenangan pembinaan
manajemen aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian
Imigrasi dan Pemasyarakatan perlu ditetapkan wewenang dan
pelimpahan kewenangan pada bidang sumber daya manusia di
lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;

bahwa ketentuan tentang Wewenang Dan Pelimpahan
Kewenangan Pada Bidang Sumber Daya Manusia di Lingkungan
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor
M.IP-08.0T.01.01 Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi
dan Pemasyarakatan tentang Wewenang dan Pelimpahan
Kewenangan pada Bidang Sumber Daya Manusia di Lingkungan
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);




Menetapkan |

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

.

Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih
Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 249);

Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 250);

Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian
Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun
2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 867);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
TENTANG WEWENANG DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
PADA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.

Melimpahkan wewenang bidang sumber daya manusia di
lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kepada
pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pemberian kuasa ini berlaku ketentuan:

1. Dikembalikan kepada Menteri dan dilaksanakan oleh
Sekretaris Jenderal dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
belum ditetapkan atau berhalangan tetap,

2. Diserahkan kepada Sekretaris Jenderal dalam hal Kepala Biro
Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Ketatalaksanaan
belum ditetapkan atau berhalangan tetap;

3. Diserahkan kepada Direktur Jenderal dalam hal Kepala Kantor
Wilayah belum ditetapkan atau berhalangan tetap.

Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal,
dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara
bersama-sama membangun sistem informasi manajemen sumber
daya manusia yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-
08.0T.01.01 Tahun 2024 tentang Wewenang dan Pelimpahan
Kewenangan Pada Bidang Sumber Daya Manusia di Lingkungan
Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Menteri ini berlaku sampai dengan ditetapkannya
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang mengatur




=g

pendelegasian kewenangan pada bidang sumber daya manusia di
lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Tembusan:

1. Menteri Sekretaris Negara,

2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,

3. Kepala Badan Kepegawaian Negara,

4. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara,

5. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;

8. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan;

7. Pimpinan Unit Pusat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,

8. Para Direksi TASPEN (PERSERO) di Jakarta dan semua Kantor Cabang,
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia;
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI
REPUBLIK INDONESIA

IMIGRASI

DAN

NOMOR M.IP-01.0T.01.01 TAHUN 2025
TENTANG WEWENANG DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PADA
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

PEMASYARAKATAN

KRITERIA PEMBATASAN SIFAT
JENIS WEWENANG PELAKSANA
GOL/RUANG ESELON JENJANG JF LINGKUP KETERANGAN DELEGASI|MANDAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 |Usul Formasi (fungsional CPNS dan PPPK v |Sekretaris Jenderal
dan pelaksana)
2 |Pengangkatan Calon Ahli Madya PPPK v Menteri
P i Negeri Sipil, . : :
_UM%* z%ﬁ. M"“"_ paling rendah Kementerian CPNS dan PNS v Sekretaris Jenderal
dan Pegawai li7a
Pemerintah dengan Ahli Muda/ Ahli Unit Eselon | PPPK
Perjanjian Kerja Pertama /
Keterampilan
II/a-1l/d Kantor Wilayah dan |CPNS dan PNS v Kepala Kantor
UPT Wilayah
Ahli Muda/ Ahli Kantor Wilayah dan |PPPK
Pertama / UPT
Keterampilan
Pemberhentian IV/c ke atas Kementerian v Sekretaris Jenderal
Sementara Pegawai
3 |Negeri Sipil dan Paling tinggi Sekretariat Jenderal v Kepala Biro .m:_.:_u_mn
Pegawai Pemerintah IVib Wm_.mwzﬁwmu._mw
dengan Perjanjian Kerja
g ranj r Ketatalaksanaan
Sekretariat Jenderal |Pemberhentian v Kepala Biro Sumber
sementara kerena Daya Manusia,
penahanan oleh aparat Organisasi dan
penegak hukum Ketatalaksanaan
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KRITERIA PEMBATASAN SIFAT
JENIS WEWENANG PELAKSANA
GOL/RUANG ESELON JENJANG JF LINGKUP KETERANGAN DELEGASI MANDAT
(1) (2) (3) (4) (3) (6) (7) (8) (9) (10)
Direktorat Jenderal, v
Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal
UPT
Inspektorat Jenderal v Inspektur Jenderal
BPSDM v Kepala BPSDM
Kantor Wilayah dan v Kepala Kantor
lli/b kebawah | UPT Wilayah
4 |Pemberhentian Calon Ahli Madya PPPK v Menteri
Pegawai Negeri Sipil, —= —= .
Pegawai Negeri Sipil IVic ke atas CPNS v |Sekretaris Jenderal
dan Pegawali Paling tinagi | Jabatan v |Kepala Biro Sumber
Pemerintah dengan | \um'o 0 | Administator. | LS dan FNS Dwﬂ Manusia,
Pelaksana PPPK Ketatalaksanaan
Golongan i CPNS v
Jabatan Direktorat Jenderal,
Paling tinggi |Administrator, Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal
IV/b Pengawas, UPT PNS
Pelaksana
masing-masing Unit PPPK v Sekretaris Unit
Eselon | Eselon |
paling tinggi Kantor Wilayah dan PNS v Kepala Kantor
li/d UPT Wilayah
5 |Pengusulan Penetapan v Sekretaris Jenderal
NIP ke Badan
Kepegawaian Negara
6 |Kenaikan pangkat IVic - IV/e Kementerian Usulan v |Sekretaris Jenderal
Pegawai Negeri Sipil
lili/a - IV/b Kementerian Keputusan




KRITERIA PEMBATASAN SIFAT
JENIS WEWENANG PELAKSANA
GOL/RUANG ESELON JENJANG JF LINGKUP KETERANGAN DELEGASI| MANDAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
paling tinggi Kantor Wilayah dan v Kepala Kantor
Iii/d UPT Reputusan Wilayah
7 |Pengangkatan, Sekretariat Jenderal, v
pemindahan dan/atau Inspektorat Jenderal,
pemberhentian dalam Jabatan . BPSDM, Direktorat :
dan dar jabatan Administrator A hAadys Jenderal, Kantor Keputusan Menter!
administrator, Wilayah, UPT dan
pengawas, fungsional lintas Unit Eselon |
dan pelaksana Sekretariat Jenderal, v |Sekretaris Jenderal
Pengawas, dan Inspektorat Jenderal,
Pelaksana BPSDM, dan lintas
- - Unit Eselon | S
Ahli Muda/ Ahli : :
Pertama / Kementerian |3 sebagaiInstansi
Keterampilan
IVic ke atas Kementerian
ﬂwﬁ:m tingg Pelaksana lintas Unit Eselon |
: : atas permintaan
ﬂw_ﬁ.ﬁ tingg sendiri antar instansi
Pemerintah
. v Kepa i
}n%w”ﬁnﬁ Wm.x..m_.ﬁwﬂ uﬂ::mwﬁ__ tikan keputusan Dmﬁﬂmﬂ@ﬁhﬂuﬂ.
Pengawas, dan mﬁm an BPSDM 4 L P Organisasi dan
Pelaksana Ketatalaksanaan
Pengawas, dan ﬂrwﬁgznw... Gl Mmmﬁ_mu ﬂ_gmznﬂﬁ_. JF sebagai Instansi i Direktur Jenderal
Pelaksana < e ntor Villayah dan | pembina
Keterampilan UPT




Keterampilan

KRITERIA PEMBATASAN SIFAT
JENIS WEWENANG PELAKSANA
GOL/RUANG ESELON JENJANG JF LINGKUP KETERANGAN DELEGASI MANDAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
v Inspektur Jenderal
Pengawas, dan masing-masing Unit : dan Kepala BPSDM
Pelaksana Eselon | hanya pemindahan
8 |Pengusulan dan : JPT Madya |Ahli Utama usulan ke Presiden v
pengangkatan, | Menter
pemindahan dan/atau JPT Pratama |Ahli Madya keputusan
pemberhentian Jabatan Sekretariat Jenderal =
Pimpinan Tinggi .._ﬂﬂ_u_..___mhﬁm._t.q Ahli Madya Inspektorat Jenderal, |usulan ke Menteri Sekretaris Jenderal
e dan BPSDM
Direktorat Jenderal, v
JPT Pratama |Ahli Madya Kantor Wilayah dan |usulan ke Menteri Direktur Jenderal
UPT
9 |Pengangkatan kembali JPT Madya, JPT v
ke dalam Jabatan Pratama, dan |Ahli Utama/Ahli : _
Pimpinan Tinggi, Jabatan Madya RN Menteri
Administrator, Administrator
Pengawas, Fungsional Ahli Muda/ Ahli | Sekretariat Jenderal, v
dan Pelaksana ﬁmmw_mmiwwwrmm_._ Pertama / Inspektorat Jenderal, Sekretaris Jenderal
Keterampilan dan BPSDM
Ahli Muda/ Ahli Direktorat Jenderal, v
_ummwﬂﬂmwrmm: Pertama / Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal
Keterampilan UPT
v
ﬁm,m_ﬁmﬂm Eselon Kantor Hﬁ_”_.m._wm: dan Direktur Jonderal
10 | Pelantikan dan JPT Madya, JPT |Ahli Utama/Ahli . v .
pengukuhan gl Madya Kementerian Menten
Ahli Madya/Ahli v
Al Jabatan - Ay iia/ Ahli | |
ministrator dan et | Sekretariat Jenderal Sekretaris Jenderal
Pengawas




KRITERIA PEMBATASAN SIFAT
JENIS WEWENANG PELAKSANA
GOL/RUANG ESELON JENJANG JF LINGKUP KETERANGAN DELEGASI|MANDAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Ahli Madya/Ahli v
Muda/ Ahli Direktur Jenderal
Jabatan Pertama /
Administrator dan __Amn.mﬂmn._._—_u:m: Direktorat Jenderal =
Pengawas Sekretaris
Direktorat Jenderal
Ahli Madya/Ahli v
Muda/ Ahli Inspektur Jenderal
Jabatan Pertama /
Administrator dan | Keterampilan Inspektorat Jenderal =
Pengawas Sekretaris
Inspektorat Jenderal
Ahli Madya/Ahli v
Muda/ Ahli Kepala BPSDM
Jabatan Pertama /
Administrator dan —nmﬂﬂﬂma—uim: BPSDM 7,
Pengawas
v Sekretaris BPSDM
Jabatan Ahli Madya/Ahli v
Administrator, |Muda/ Ahli
Pengawas dan |Pertama/ Kantor d.._ﬁ_n_m.imz dan H&ﬂﬂmwﬁxmzﬁﬂ
Pelaksana Eselon |Keterampilan y
Vv
Pejabal satu tingkat di bawah Kepala v
UPT UPT Kepala UPT
11 |Penandatanganan : JPT Madya, JPT [Ahli Utama/Ahli . v .
1. surat pernyataan Pratama Madya Kamenierien Selrstaris Jerderal
pelantikan (SPP) Ahli Madya/Ahli v Kepala Biro Sumber
2. surat pernyataan Jabatan Muda/ Ahli | _ Daya Manusia,
melaksanakan tugas Administrator dan Pertama / Sekretanat Jendera Organisasi dan
(SPMT) Pengawas | oterampilan Ketatalaksanaan




KRITERIA PEMBATASAN SIFAT
JENIS WEWENANG PELAKSANA
GOL/RUANG ESELON JENJANG JF LINGKUP KETERANGAN DELEGASI MANDAT
(1) (2) (3) (4) (9) (6) (7) (8) (9) (10)
3. surat pernyataan Jabiatan Ahli Madya/Ahli v
masih menduduki o Muda/ Ahli - Sekretaris
jabatan (SPMJ) ATASIERT S [Partana / LR Onoss) Direktorat Jenderal
9 Keterampilan
Ahli Madya/Ahili v
Jabatan - :
ey Muda/ Ahli Sekretaris
}aﬂﬂ._muwwmnm: Pertama / nspaKiorat.Jendetal Inspektorat Jenderal
g Keterampilan
Administrator dan Oastaris i BPSDM Sekretaris BPSDM
Pengawas Keterampilan
Sakiiskion Ahli Madya/Ahli v
Adiministentordan Muda/ Ahli Kantor Wilayah dan Kepala Kantor
Pengawas Pertama / UPT Wilayah
g Keterampilan
Pejabat satu ::m_._.ﬂwm_. di bawah Kepala UPT P Kepala UPT
12 | Tugas belajar JPT Madya Menteri
dalam negeri yang
JPT Pratama diberhentikan .__,
JPT Pratama, |Ahli Madya
Administrator, luar negeri yang
Pengawas, dan diberhentikan
Pelaksana
JPT Pratama, |Ahli Madya / Ahli
Administrator, |[Muda / Ahli : dalam negeri yang -
Pengawas, dan |Pertama / Sekretariat Jenderal diberhentilcan v Sekretaris Jenderal
Pelaksana Keterampilan
JPT Pratama, |Ahli Madya / Ahli dalam negeri yang tidak W Kepala Biro Sumber
Administrator, |Muda / Ahli diberhentikan Daya Manusia,
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KRITERIA PEMBATASAN SIFAT
JENIS WEWENANG PELAKSANA
GOL/RUANG ESELON JENJANG JF LINGKUP KETERANGAN DELEGASI|MANDAT
(1) (2) (3) (4) (9) (6) (7) (8) (9) (10)
Pengawas, dan |Pertama / Organisasi dan
Pelaksana Keterampilan Ketatalaksanaan
JPT Pratama, |Anli Madya /Ahll | 040t Jenderal, |dalam negeri yang ,
Administrator, Muda / Ahl Kantor Wilayah dan |diberhentikan atau tidak v Sekretaris
Pengawas, dan |Pertama / UPT P - Direktorat Jenderal
Pelaksana Keterampilan
JPT Pratama, |Ahli Madya / Ahli _ :
Administrator, |[Muda / Ahli masing-masing Unit mﬂwﬂ M_..m%_”__..ﬂﬂm tidak v ﬂmﬁrﬂw m.__,mm” Sendaral
roovionlillll il B diberhentikan | Sekretaris BPSDM
elaksana Keterampilan
JPT Pratama
sebagai kepala |Ahli Madya / Ahli |
UPT, Muda / Ahli Kantor Wilayah dan Mﬂﬁﬂhhﬂ%ﬁﬂﬂﬁﬂ_m tidak v Kepala Kantor
Administrator, |Pertama/ UPT dibachanitian Wilayah
Pengawas, dan |Keterampilan
Pelaksana
13|Pengambilan sumpah Sekretariat Jenderal v Sekretaris Jenderal
am.,m.:.__m:h_ Vg g Pejabat Pimpinan
ipi v :
Y masing-masing Unit Tinggi Madya
Eselon | > Sekretaris Unit
Eselon |
Kantor Wilayah v ﬂﬁ.w_ﬂﬂ_w:zmzﬁ_.
UPT v Kepala UPT
14 | Penjatuhan hukuman ; ; _ . Hukuman Disiplin
disiplin Pegawai N . Pegawai satu tingkat di bawahnya Kementenan Ringan
Sipil : cinli :
" Pegawai dua tingkat di bawahnya Kementerian MMM“”M_: S o Menten
Seluruh pegawai Kementerian Hukuman Disiplin Berat
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KRITERIA PEMBATASAN SIFAT
JENIS WEWENANG PELAKSANA
GOL/RUANG ESELON JENJANG JF LINGKUP KETERANGAN DELEGASI|MANDAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
: . _ Hukuman Disiplin
AR SR I O DR masing-masing Unit |Ringan .x Pejabat Pimpinan
Eselon | isipli Tinggi
Pegawai dua tingkat di bawahnya e m_“m“um_m: HEpNR ngoN Madya
Pejabat Administrator Kantor Y¥ayah dan | Hukuman Disiplin Berat Y Direktur Jenderal
. - _ Hukuman Disiplin
P ai satu tingkat di bawahnya ;
egawai g | y Uniit kerianya Ringan J _um__mam_” Pimpinan
Pegawai dua tingkat di bawahnya MMHH: Disiplin Tinggi Pratama
Pegawai satu L
tingkat di Ahli Muda Mﬂﬂﬁﬂmz Csipin
bawah .
T Unit kerjanya v W2 e B
ﬂmmﬂw__ = Ahli Pertama / Hukuman Disiplin
bawahnya Keterampilan Sedang
pegawa sall | anii Pertama / Hukuman Disiplin
umm__m_.__..ﬁ Keterampilan Ringan
5 v Unit kerjanya v Pejabat Pengawas
i by e Hukuman Disiplin
tingkat di Sedan
bawahnya g
15 |Penolakan atau Kementerian ljin Perkawinan v Menteri
pemberian ijin Paling
. lebih dari _ i |
Hﬂﬂiﬂhﬂﬂ:ﬂﬂ:_ Rendah lil/a Kementerian ljin Cerai v Menteri
perceraian Pegawai . o Kepala Biro SDM,
Negeri Sipil “”_w___:m Tinggi Sekretariat Jenderal ljin Cerai v Organisasi, dan
Ketatalaksanaan
Paling Tinggi : 5 : Sekretaris
li/d VRIS SOnGEr P Lo 4 Direktorat Jenderal
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KRITERIA PEMBATASAN SIFAT
JENIS WEWENANG PELAKSANA
GOL/RUANG ESELON JENJANG JF LINGKUP KETERANGAN DELEGASI| MANDAT
1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Paling Tinggi s , Sekretaris
"W Inspektorat Jenderal ljin Cerai v Inspektorat Jenderal
ﬂ_.zm Tinggi BPSDM ljin Cerai v Sekretaris BPSDM
“u_.ﬂ_zm Tingg ot ﬁs_"_.w_..m: aon ljin Cerai v Kepala Kanwil
16 | Cuti Pegawai Negeri JPT Madya, JPT
Sipil Pratama, Jabatan = Kementerian Imigrasi | Cuti diluar tanggungan -
Administrasi, dan | S€UTURJENaNg | 4o, pemasyarakatan negara ._,, Menter
Pengawas
Cuti Tahunan, cuti
Kementerian Imigrasi | besar, cuti sakit, cuti :
JFT Madya ] dan Pemasyarakatan | melahirkan, cuti karena ¥ Menteri
alasan penting

Cuti Tahunan, cuti

JP1 Pratama can besar, cuti sakit, cuti

}n.__h”wmqﬁ ’ Ahli Utama Sekretariat Jenderal fnelafirken. cull ksrena v Sekretaris Jenderal
alasan penting
Ahli Madya, Ahli i }
o Muda, Ahli beber, cu Gaith. et Kepala Biro SDM,
Adeinistrasi Pertama, Penyelia,| Sekretariat Jenderal :._m_mzﬁmxm.._ cufl _o.m:m:m v Organisasi, dan
Mahir, Terampil, m_mmma.nm:__: Ketatalaksanaan
Pemula 9
Cuti Tahunan, cuti
: . besar, cutli sakit, cuti )
JPT Pratama Ahli Utama Direktorat Jenderal melahirkan. cisti karena v Direktur Jenderal
alasan penting
}:Fﬂ._wnﬁrn.:_. Cuti Tahunan, cuti
Jabatan . . . besar, cuti sakit, cuti Sekretaris
i ; Pertama, Penyelia,| Direktorat Jenderal : e v :
Administrasi Mahir, Terampil, melahirkan, cuti karena Direktorat Jenderal

alasan penting

Pemula
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Administrasi

KRITERIA PEMBATASAN SIFAT
JENIS WEWENANG PELAKSANA
GOL/RUANG ESELON JENJANG JF LINGKUP KETERANGAN DELEGASI MANDAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Cuti Tahunan, cuti
JPT Pratama Ahli Utama Inspektorat Jenderal Ema mu mm:mu_w_ﬂw_.q____.u M_.m_”ﬁmm“” - v Inspektur Jenderal
alasan penting
}:Fﬁhﬂrﬂ:_. Cuti Tahunan, cuti
Jabatan : . besar, cuti sakit, cuti Sekretaris
Administrasi ﬁﬂﬂﬂﬂﬂ”ﬂﬁmﬁ_ﬁ +| Inspektorat Jenderal melahirkan, cuti karena v Inspektorat Jenderal
Pemula o alasan penting
Cuti Tahunan, cuti
: besar, cuti sakit, cuti
JPT Pratama Ahli Utama BPSDM melahirkan. cuti karena v Kepala BPSDM
alasan penting
}ﬂﬂaﬂ“mﬂrﬂ:_m Cuti Tahunan, cuti
Jabatan . : besar, cuti sakit, cuti :
Administrasi _uﬂw.ﬁm,.h_.mmﬁw____m. BRSDM melahirkan, cuti karena v |Sekretaris BPSDM
ﬁrﬂ:ﬁ . alasan penting
Jabatan _,“..:___..._______-___‘__ﬁ..“ﬁ..uuu ,_.__Mr____”..:__ Cuti Tahunan, cut
Administrasi dan |Pertama, Penyelia, Kantor .ﬁuﬂ.ﬁmz dan uwmn.q.qrn:e mmﬂ_wmnc_z iz ...x......mwm_w_.. Kantor
Kepala UPT | Mahir, Terampil NSy, GRS N -y
ﬂ.mz,E_ & alasan penting
Jabatan hzﬂ.ﬂ“ﬂrﬂ:_m Cuti Tahunan, cuti
g / . : besar, cuti sakit, cuti
Administrasi dan |Pertama, Penyelia, UPT ahirk i K3 v Kepala UPT
Pengawas Mahir, Terampil PGSRV, GUT SRV
_u.m_.::_m _ alasan penting
17 |1zin perjalanan dinas ke . Kementerian Imigrasi _
luar neger T My dan Pemasyarakatan il Meiriten
JPT Pratama dan Sekretariat Jenderal
Jabatan Seluruh jenjang v Sekretaris Jenderal
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Pratama, Jabatan

Semua Jenjang

KRITERIA PEMBATASAN SIFAT
JENIS WEWENANG PELAKSANA
GOL/RUANG ESELON JENJANG JF LINGKUP KETERANGAN DELEGASI|MANDAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
JPT Pratama dan Direktorat Jenderal,
Jabatan Seluruh jenjang | Kantor Wilayah, dan v Direktur Jenderal
Administrasi UPT
JPT Pratama dan
Jabatan Seluruh jenjang | Inspektorat Jenderal v Inspektorat Jenderal
Administrasi
JPT Pratama dan
Jabatan Seluruh jenjang BPSDM v Kepala BPSDM
Administrasi
18 | Pembebanan biaya ; _ Kepala Biro SDM,
pindah karena Sekretariat Jenderal HMM_H:MMWMM_H_: v Organisasi dan
kepentingan organisasi ) Ketatalaksanaan
_ SK ditandatangani Sekretaris
Direktorat Jenderal |pycotur Jenderal g Direktorat Jenderal
Kantor Wilayah dan |SK ditandatangani .
UPT Kepala Kanwil ’ Kepaia Kanwil
19 |kenaikan gaji berkala JPT Madya, JPT
Pratama, Jabatan | Kategori Keahlian
Administrasi, |Semua Jenjang
Jabatan dan Kategori Sekretanat Jenderal v Sekretaris Jenderal
Pengawas, Keterampilan
Jabatan Semua Jenjang
Pelaksana
JPT Madya, JPT
Pratama, Jabatan | Kategori Keahlian
Administrasi, |Semua Jenjang
Jabatan dan Kategori Direktorat Jenderal v Direktur Jenderal
Pengawas, Keterampilan
Jabatan Semua Jenjang
Pelaksana
T Wiadya, JETL | Kategon eshiian Inspektur Jenderal v Inspektur Jenderal
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KRITERIA PEMBATASAN SIFAT
JENIS WEWENANG PELAKSANA
GOL/RUANG ESELON JENJANG JF LINGKUP KETERANGAN DELEGASI|MANDAT
(1) (2) (3) (4) (3) (6) (7) (8) (9) (10)
Administrasi, |dan Kategori
Jabatan Keterampilan
Pengawas, Semua Jenjang
Jabatan
Pelaksana
JPT Madya, JPT
Pratama, Jabatan | Kategori Keahlian
Administrasi, |Semua Jenjang
Jabatan dan Kategori BPSDM 4 Kepala BPSDM
Pengawas, Keterampilan
Jabatan Semua Jenjang
Pelaksana
JPT Pratama,
Jabatan Kategon Keahlian
Administrasi, |Semua Jenjang
Jabatan  |dan Kategori bl o B v Kepala Kanwil
Pengawas, Keterampilan
Jabatan Semua Jenjang
Pelaksana
20 | Daftar penerima calon Kementerian Ke BKN Pusat v Sekretaris Jenderal
pensiun (DPCP) Cakrehan
: : v etaris
Direktorat Jenderal |Ke Sekjen Direldiorat Jeridaral
. Sekretaris
v
Inspektorat Jenderal |Ke Sekjen Insbaldorat Jenderal
BPSDM Ke Sekjen v Sekretaris BPSDM
Kanwil dan UPT Ke BKN Regional v Kepala Kanwil
21 | Penilaian kinerja
organisasi Sekretariat Jenderal v Sekretaris Jenderal
Direktorat Jenderal, .
Kanwil. dan UPT v Direktur Jenderal
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KRITERIA PEMBATASAN SIFAT
JENIS WEWENANG PELAKSANA
GOL/RUANG ESELON JENJANG JF LINGKUP KETERANGAN DELEGASI| MANDAT
(1) (2) (3) (4) (9) (6) (7) (8) (9) (10)
Inspektorat Jenderal v Inspektur Jenderal
BPSDM v Kepala BPSDM
22 |Penghargaan pegawai Kementerian v Menteri
Direktorat Jenderal, T
Kanwil. dan UPT v Direktur Jenderal
Inspektorat Jenderal v Inspektur Jenderal
BPSDM v Kepala BPSDM
hantor .“.__._E_n__,.ﬂ“._wm: dan v kepala Kanwil
UPT v Kepala UPT
23 |Penandatanganan Kepala Biro SDM,
Salinan dan petikan Ditetapkan Menteri v Organisasi, dan
keputusan mutasi PNS Ketatalaksanaan
Kepala Biro SDM,
Sekretariat Jenderal |Ditetapkan Sekjen v Organisasi, dan
Ketatalaksanaan
Direktorat Jenderal, |Ditetapkan Direktur » Sekretaris
Kanwil, dan UPT |Jenderal Direktorat Jenderal
Ditetapkan Inspektur Sekretaris
Inspektorat Jenderal | ;o\ jeral v Inspektorat Jenderal
Ditetapkan Kepala .
BPSDM BPSDM v Sekretaris BPSDM
; Ditetapkan Kepala .
Kanwil Kanwil v Kepala Kanwil
24 | Pembentukan z_._: IVid - IV/e JPT Madya Ahli Utama v Menteri
pemeriksa disiplin : .
pegawai Paling Tinggi JPT Pratama, |Kategori Keahlian .
IV/c Jabatan Sampai Jenjang Sekretariat Jenderal v Sekretaris Jenderal
Administrasi, |Ahli Madya dan




4T -

KRITERIA PEMBATASAN SIFAT
JENIS WEWENANG PELAKSANA
GOL/RUANG ESELON JENJANG JF LINGKUP KETERANGAN DELEGASI|MANDAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jabatan Kategori
Pengawas Keterampilan
Semua Jenjang
Kategori Keahlian
nﬁ.._._.mﬂ_w.w h:m " |Sampai Jenjang
Paling Tinggi o . Ahli Madya dan Direktorat Jenderal, .
IVic }aﬂﬁmﬁwﬂ. Kategori Kanwil dan UPT v LIeKILE Jonderal
~——— Keterampilan
9 Semua Jenjang
Kategon Keahlian
.:u.,__. NHW____.E _ mm._:um__ Jenjang
"u__._._.____m‘u.._..:m Tinggi Administrasi, HFHMM Y s Inspektorat Jenderal v Inspektur Jenderal
9 Semua Jenjang
Kategon Keahlian
oo | s [Somea o
Hﬂ&_é Tinggi | Agministrasi, | Madya dan BPSDM v |Kepala BPSDM
c Iakatan Kategon
Donaawas Keterampilan
9 Semua Jenjang
Kategori Keahlian
. %Hmﬁ.mmh._ % mmq_um__ Jenjang
Hw__zm Tingdi | Administrasi, |/n!l Madya dan Kanwil dan UPT v  |Kepala Kanwil
c Jadatan Kategori
B enoaWas Keterampilan
9 Semua Jenjang
25 |Pengusulan peserta Kepala Biro SDM,
pendidikan dan Sekretariat Jenderal |Ke BPSDM v Organisasi dan
pelatihan Ketatalaksanaan
: Sekretaris
Direktorat Jenderal |Ke BPSDM v Direktorat Jenderal
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KRITERIA PEMBATASAN SIFAT
JENIS WEWENANG PELAKSANA
GOL/RUANG ESELON JENJANG JF LINGKUP KETERANGAN DELEGASI MANDAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Sekretaris
Inspektorat Jenderal |Ke BPSDM v Inspektorat Jenderal
BPSDM Ke BPSDM v Sekretaris BPSDM
Kantor Wilayah Ke Direktorat Jenderal v Kepala Kanwil
UPT Ke Kanwil v Kepala UPT
Pemulihan nama baik IVd - IVe JPT Madya JF Ahli Utama v Menteri
26 |bagi PNS yang tidak -
- | T Paling Tinggl JPT Pratama |Ahli Muda, Ahli v Sekretaris Jenderal
pelanggaran IVic
Madya
27 | Tim Penilai Kinerja Terdin dari Sekjen, Pimti
Madya, Sekretaris Unit
Utama dan Kepala Biro
_ SDM Aparatur,
sl Organisasi dan
Ketatalaksanaan dan
Pihak Lain Yang
Diperlukan .
Terdiri dari Dirjen, I
Sekretaris Ditjen, Pimti
Direktorat Jenderal |Pratama Ditjen, dan
Pihak Lain Yang
Diperiukan
Terdiri dari Kakanwil,
Kantor Wilayah Pejabat Administrator
Kanwil, dan Kepala UPT
28 |Hak Akses Sistem Kepala Biro Sumber
Infomasi Manajemen Daya Manusia
Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal v Aparatur,
Organisasi dan
Ketatalaksanaan
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KRITERIA PEMBATASAN SIFAT
JENIS WEWENANG PELAKSANA
GOL/RUANG ESELON JENJANG JF LINGKUP KETERANGAN DELEGASI|MANDAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Sekretaris
Inspektorat Jenderal v Inspekorat Jendors
BPSDM v Sekretaris BPSDM
Direktorat Jenderal, 2 Sekretaris
Kanwil, dan UPT Direktorat Jenderal
Kantor Wilayah dan .
antor :"”.4 y v |Kepala Kanwil
UPT v Kepala UPT




